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BUPATI BATANG 
 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG 

NOMOR 10  TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BATANG 
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN USAHA LAINNYA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BATANG, 

 
 

Menimbang  : a.  bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan 
meningkatkan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah 
dan Badan Usaha Lainnya, maka perlu menambah 
penyertaan modal; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal 
Pemerintah Kabupaten Batang Kepada Badan Usaha 
Milik Daerah dan Badan Usaha Lainnya; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3790); 

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II 
Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3381); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 
Tahun 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 
Tingkat  I Jawa Tengah Tahun 1963 Nomor 9 Seri A); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 
Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum 
Bank Pembangunan Daerah dari Perusahaan Daerah 
(PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Tingkat  I Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 
Seri D); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 
2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 
Batang Kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan 
Usaha Lainnya. (Lembaran Daerah Kabupaten Batang 
Tahun 2011 Nomor 10); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG 
 

dan  
 

BUPATI BATANG 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN 
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN 
BATANG KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN 
BADAN USAHA LAINNYA. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Batang. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Batang yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik 
berujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti 
tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, 
fasilitas dan hak-hak lainnya. 

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah 
perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal 
dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 

8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan 
kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak 
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan 
sebagai modal pemerintah daerah kepada BUMD dan Badan Usaha 
lainnya. 
 

 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penambahan 
penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah   
(PT. Bank Jateng) berdasar ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah 
Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal 
Pemerintah Kabupaten Batang Kepada Badan Usaha Milik Daerah dan 
Badan Usaha Lainnya.  

 

Pasal 3 

Besarnya penyertaan modal yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah 
kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT. Bank Jateng) 
sebesar Rp13.975.000.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh 
lima juta rupiah).  

Pasal 4 

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah         
(PT. Bank Jateng) sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah). 
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Pasal 5 

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT. Bank Jateng) sebesar 
Rp43.975.000.000,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh 

lima juta rupiah). 
 

Pasal 6 

Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 diberikan secara bertahap sesuai dengan 
kemampuan keuangan Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2020. 

 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Batang. 
 

Ditetapkan di Batang 

pada tanggal  10 Desember 2015 

Desember 2011 

BUPATI BATANG, 
 

ttd 

 

YOYOK RIYO SUDIBYO 
 

Diundangkan di Batang 

pada tanggal 10 Desember  2015…………… 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, 

 

ttd 

NASIKHIN 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 10 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA 
TENGAH: (10/2015) 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG 

NOMOR 10 TAHUN 2015 

TENTANG 

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BATANG 
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN USAHA LAINNYA 

 

I. UMUM 

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan 

semakin meningkatknya pembiayaan Pemerintah Daerah, mengharuskan 

Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-

sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring 

bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah 

Daerah, di sisi lain perimbangan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah jumlahnya relatif belum memadai.  

Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka 

meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong 

pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten 

Batang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih 

memberdayakan dengan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah 

dengan memberikan penambahan penyertaaan modal kepada 

perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur 

permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha 

yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung 

pembangunan di Kabupaten Batang.  

 Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus 

disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan 

serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada,  Pemerintah 

Kabupaten Batang membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan 

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang Kepada Badan Usaha 

Milik Daerah dan Badan Usaha Lainnya khususnya PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT. Bank Jateng). 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

Pasal 2 

 Cukup jelas. 
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Pasal 3 

 

Nama BUMD 
Besarnya 

Penyertaan Modal 

Penyertaan Modal s/d 

Sekarang 

Kekurangan penyertaan 

modal 

PT Bank Jawa Tengah 13.975.000.000,00 12.922.000.000,00 1.053.000.000,00 

 

Pasal 4 

 Cukup jelas.  

Pasal 5 

 Cukup jelas. 

Pasal 6 

 Rencana tahapan nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah 

Kabupaten Batang sebagai berikut: 

   

Pasal 7 

 Cukup jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 

NOMOR  8 

Nama BUMD 

Kekurangan  per 

30 September 

2015 (Rp) 

Penambahan 

Penyertaan 

Modal (Rp) 

Besarnya 

Penyertaan 

Modal (Rp) 

Tahun 

2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) 

PT Bank Jawa 

Tengah 
1.053.000.000,00 30.000.000.000 31.053.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 7.000.000.000 9.053.000.000 


